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Abstract: Misyar marriage is a model of marriage which can be
defined as an official marital, relationship between a man and a
woman, in which the woman waives some of the rights she would
have in a normal Islamic marriage. The muslim scholars have dif-
ference opinion about the law of the such marriage. Like any other
isues in Islam, it has been a point of controversy and argument,
especially among theologians. In this case, some allow, some pro-
hibit and some others are in quo status called tawaqquf in decid-
ing the rule and regulation of such marriage. This study examines
the opinions of contemporary muslim scholars based on maqgasid
shari’ah perspective, to see which opinion should be prioritized and
selected by considering aspects of maqasid shari’ah in connection
with marital contexts, and considering its benefits and harms as a
result of the maqasid shari’ah. The method used in this study was
library research or text study (study of documents). The results of
this study concluded that the banning of misyar marriage -certaintly
in the context of Indonesian society — was mostly in line with magas
id shari’ah in a broad sense, that is, to achieve its benefits and pre-
vent its disadvantages. (yang dikurung boleh dihilangkan sekedar
tambahan)
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Abstrak: Pernikahan misyar adalah model pernikahan yang tidak
lazim, di mana istri melepaskan haknya mendapatkan nafkah dari
suaminya. Pernikahan ini berlangsung ketika suami dalam perantau-
an dalam waktu lama dan menikahi wanita di tempat perantauannya.
Paraistri yang merelakan haknya itu biasanya adalah wanita-wanita
yang mapan secara ekonomi dan hanya memerlukan kebutuhan-
kebutuhan batiniah dari suaminya. Pernyataan istri tentang ke-
relaannya itu disebutkan sebagai syarat dalam akad nikah. Para
ulama berbeda pendapat tentang hukum nikah misyar, ada yang
membolehkan, ada yang melarang, dan ada pula yang bersikap
tawaqquf (tidak berpendapat). Penelitian ini mengkaji pendapat
mereka dari perspektif maqasid shari’ah, guna mempertimbang-
kan pendapat mana yang lebih baik dengan mempertimbangkan
magqasid shari’ah yakni aspek maslahat dan mudharatnya. Peneliti-
an pustaka ini menyimpulkan bahwa seluruh pendapat mengenai
nikah misyar didasarkan pada argumentasi rasional semata, yakni
mempertimbangkan maslahah dan mafsadah yang ditimbulkan
oleh nikah misyar. Barangsiapa yang memandang segi maslahah-
nya, maka akan cenderung membolehkannya, sedangkan mereka
vang memandang segi mafsadahnya akan memilih untuk melarang-
nya. Sedangkan fuqaha’ yang ragu-ragu tentang perbandingan
maslahah dan mafsadahnya memilih menangguhkan pendapat mereka
(tawaqquf). Tulisan ini pada akhirnya melihat karena segi maslahah
maupun mafsadah dari nikah misyar adalah sama nilainya, maka
berdasarkan kaidah “mendahulukan penanggulangan mafsadah
daripada mengusahakan maslahah”, nikah misyar direkomendasi-
kan sebagai nikah yang terlarang.
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PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu momentum yang sangat penting
dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Dalam Islam sendiri
pernikahan diistilahkan dengan sebuah ungkapan yang kaya makna,
yakni mithaq ghalidhan (ikatan yang sangat kuat), hal ini me-
nandakan bahwa Allah Swt. ingin menegaskan bahwa pernikahan
merupakan ikatan pertalian yang sakral antara lawan jenis untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah.!

Di dalam Islam terdapat beberapa macam jenis pernikah-
an yang dapat dikatakan sebagai bentuk pernikahan yang “tidak
umum’” yang hingga saat ini masih diperdebatkan hukumnya oleh
para ulama, di antaranya adalah pernikahan misyar. Pernikahan
misyar adalah sebuah bentuk pernikahan dimana wanita itu tidak
menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam pernikahan, yaitu
nafkah lahir. Wanita tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-
laki yang mau menikahinya dan wanita tersebut hanya menuntut
nafkah batin saja.

Fenomenanikahmisyartelahbanyakdijumpai dalam masyarakat
pada masa lalu dan sekarang. Orang-orang Qatar dan orang-orang di
Negara Teluk lainnya seringkali bepergian sampai berbulan-bulan,
sebagian dari mereka ada yang kawin dengan wanita-wanita Afrika,
Asia dan wanita-wanita kaya di tempat mereka bepergian. Hal
itu dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka
juga untuk mempertahankan hidup mereka di perantauan.? Dalam
masyarakat perkotaan di negara-negara Barat yang maju yang mana
kaum perempuan kebanyakan memiliki karir dan ekonomi yang
cukup bahkan berlimpah, sementara jumlah umat Islam berada
pada posisi minoritas, pernikahan misyar telah biasa dilakukan
oleh masyarakat muslim tersebut. Biasanya setelah seorang wanita
menjadi janda, kemudian ia kawin lagi dengan seorang laki-laki.
Karena sang wanita memiliki rumah rumah dan anak, maka sang
suami yang menikahinya secara misyar tersebutlah yang datang ke
rumahnya setiap minggu satu atau dua hari. Sedangkan rumah yang
ditempati sang wanita adalah rumah suami pertama yang telah

'Abdus Shamad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum
Indonesia (Jakarta: Kencana, 2010), 275.

“Lihat uraian panjangnya dalam buku Yusuf al-Qardhawi yang berjudul Hady al-
Islam Fat awi Mu’asirah (t.kt: Dar al-Qalam, 1421 H), 390-413.
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meninggal atau rumahnya sendiri. Dan suami misyar-nya tidak
memberikan sesuatu apapun kepada istrinya, baik nafkah maupun
tempat tinggal.’

Sebagaimana bentuk-bentuk pernikahan sebelumnya, per-
nikahan seperti inipun juga menimbulkan perdebatan terutama di
kalangan ulama kontemporer. Karena model nikah misyar baru di-
kenal masa kini, maka para ulama kontemporer berbeda pendapat
menghukuminya.

Sebenarnya masalah nikah misyar di Indonesia belum banyak
dikaji atau diperbincangkan oleh para ahli hukum Islam. Sehingga
dalam hal ini peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih men-
dalam permasalahan ini dari aspek-aspek magqashid shari’ah
(tujuan-tujuan syari’ah). Magqasid shari’ah dalam arti kemaslahat-
an terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya,
apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak di-
temukan secara jelas dasar hukumnya dalam al-Qur’an dan Sunnah,
maka dapat di analisis melalui maqasid shari’ah yang di lihat
dari ruh syari’at dan tujuan umum dari agama Islam yang hanif
(komprehensif).*

Berkaitan dengan realitas permasalahan tersebut, maka ada
beberapa pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya dalam
penelitian ini, yaitu: Pertama, terminologi nikah misyar secara
bahasa dan definisi yang diberikan oleh para ulama. Kedua, bagai-
mana perbedaan fatwa ulama tentang hukum nikah misyar, dan
mengapa perbedaan itu terjadi? Ketiga, di antara fatwa-fatwa
tersebut, mana yang paling relevan dengan maqgasid shari’ah?

TERMINOLOGI NIKAH MISYAR

Secara bahasa, misyar berasal dari kata ...J|yang artinya pergi atau
perjalanan. Kata ini menurut pakar bahasa mengandung pengertian
kathrah, yakni terjadi dengan intensitas tinggi.> Nama L.l
(al-misyar) adalah sebuah nama bagi pernikahan, dimana suami
pergi ke tempat istrinya, bukan sebaliknya. Kata ini terambil dari

http://yunalisra.blogspot.com/2009/07/ternyata-prancis-adalah-kota-islam.
html.

‘Muhammad Abu Ajfan, Min Athar Fuqaha al-Andalus Fatawa Imam al-Shatibi
(Tunisia: Maktabah al-Kawakib, t.th), 95.

SLihat Ibnu Manzhur, Lisan al- ‘Arab (Kairo: Dar al-Ma’rifah, t.th), 389.
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ungkapan ;M e il . yang artinya seseorang pergi ke fulan
untuk mengunjunginya dari waktu ke waktu. Pernikahan ini disebut
misyar dikarenakan suamilah yang bertolak menuju tempat istri
di waktu-waktu yang terpisah lagi sempit. la tidak berlama-lama
tingga bersama istrinya, bahkan seringkali suami tersebut tidak
bermalam dan tidak menetap.°

Usamah al-Asygar menyatakan, “Sesungguhnya kata ,L..s
merupakan sebuah bentuk mubalaghah (exageration) yang diperun-
tukkan bagi seorang lelaki yang banyak menempuh perjalanan.
Pada akhirnya kata tersebut menjadi nama untuk jenis pernikahan
ini, sebab orang yang dengan cara ini tidak konsisten memenuhi
hak-hak rumah tangga yang telah diwajibkan oleh syari’at.’

Sebagian orang memandang bahwa misyar adalah bahasa
‘amiyyah yang berasal dari orang-orang Badui di sejumlah Negara
Arab. Berkaitan dengan hal tersebut, Yusuf al-Qardhawi meng-
akui tidak mengetahui makna misyar (secara pasti). Menurut-
nya, kata misyar bukan sebuah kata baku.tetapi bentuk ‘amiyyah
yang berkembang di sebagian Negara Teluk, dengan pengerti-
an melewati sesuatu tanpa menyempatkan tinggal dalam waktu
yang lama.® Bahkan sebagian pengkaji menyimpulkan pembatas-
an penggunaannya di distrik Najed saja, yakni di Kerajaan Saudi
Arabia. Menurut sebagian pakar bahasa, kata “misyar” merupakan
kata tidak baku yang dipakai di distrik Najed, dengan pengertian
kunjungan di siang hari. Lantas nama ini secara mutlak dipakai
untuk jenis pernikahan yang mana sang suami menemui istrinya di
siang hari saja, layaknya mengunjungi tetangga-tetangga.’

Menurut Shaykh Abd Allah bin Sulayman bin Mani’, sisi per-
bedaan pernikahan ini dengan pernikahan umumnya adalah sang
istri merelakan lepasnya hak pribadinya dalam pembagian hari

®Shaykh Jabir al-Hakami, “Al-Misyar: al-Musamma, al-Dawa’i, wa hukmuhu al-
Syar’i,” artikel ini diterbitkan oleh koran a/-Nadwah, selasa, 6-6-1423 H, Edisi 13299,
12.

"Usamah al-Asyqar, Mustajidat Figihiyyah fi Qadhaya al-Zawaj wa al-Thalaq
(Damaskus: Dar al-Ilmiyyah, 1422 H), 161-162.

SYusuf al-Qardhawi, Zawaj al-Misyar, Hagiqatuh wa Hukmuh (Riyadh: Dar al-
Qalam li Kulliyyat al-Islamiyyah, 1423 H), 11-12.

°Ahmad Tamimi, “Zawaj al-Misyar,” artikel yang diterbitkan oleh majalah al-
Usrah, edisi Muharram 1418 H.
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dan nafkah. Ia juga merelakan sang suami mengunjungi dirinya di
waktu-waktu yang longgar saja, kapan saja, siang atau malam.!°

PANDANGAN PARA ULAMA TENTANG HUKUM NIKAH
MISYAR

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum nikah misyar. Dalam
hal ini setidaknya terdapat dua kelompok ulama yang memiliki
pandangan hukum yang berbeda, yaitu:

Pertama, kelompok yang membolehkan nikah misyar.
Mayoritas ulama kontemporer yang telah mengeluarkan fatwa
tentang masalah nikah misyar memandang bahwa nikah misyar
merupakan pernikahan shar’i yang sah hukumnya. Kendatipun
sebagian mereka yang membolehkan nikah misyar menegaskan
bukan sebagai penganjur pernikahan seperti ini, sedangkan sebagian
lagi menyatakan bahwa hukumnya makruh, meskipun sah. Dengan
demikian hukum-hukum sebagai konsekwensi pernikahan tersebut
berlaku, begitu pula dampak-dampaknya. Karena pencabutan istri
terhadap sebagian haknya dan pengajuan hal itu sebagai syarat
dalam pernikahan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan,
selama pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan per-
Syaratan-persyaratannya.

Di antara ulama yang membolehkan nikah misyar adalah
Shaykh °Abd al-*Aziz bin Baz, Shaykh Abd al-*Aziz Alu al-Shaykh
(Mufti Kerajaan Arab Saudi saat ini), Yusuf al-Qardhawi, Syeikh
‘Ali Jum’ah al-Shafi, Wahbah Zuhayfi,"' Ahmad al-Hajji al-Kurdi,
Shaykh Su’ud al-Shuraym (imam dan khatib Masjid al- Haram),
Shaykh Yusuf al-Duraywish, dan beberapa ulama lainnya. !

Menurut al-Qardhawi, pernikahan misyar dibolehkan karena
sebagaimana pernikahan da’im (pernikahan konvensional), nikah
misyar juga mewujudkan maslahat syari’at, dimana pasangan
suami istri mendapatkan kepuasan batin. Juga adanya kehidupan
keluarga yang dibangun atas dasar kemuliaan. Secara hukum, nikah
misyar sah adanya, karena memenuhi semua rukun dan syarat nikah

1°Abdullah bin Sulayman bin Mani’, “Hukm al-Zawaj”, fatwa beliau yang dimuat
dalam majalah al-Dakwah, edisi 1843, 11 Rabi’ul Awwal 1423 H, 56.

"Wahbah Zuhayli, Al-Figh al-Islam wa Adillatuh, Cet. Ke-3 (Damaskus:Dar al-
Fikr, 1984), 134-135.

2Yusuf al-Duraywish, Al-Zawaj al- ‘Urf (Riyadh: Dar al-Asimabh, t.th), 138-139.
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yang sah. Di mana ada ijab dan qabul, saling meridhai antara kedua
mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepadan, ada mahar yang
disepakati. Setelah akad nikah keduanya resmi menjadi suami istri.
Suami istri yang di kemudian hari punya hak. Hak keturunan, hak
waris, hak iddah, hak talak, hak meniduri, hak tempat tinggal,
hak biaya hidup, dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban suami istri. Hanya saja, keduanya saling me-
ridhai dan sepakat, bahwa tidak ada tuntutan bagi istri terhadap
suami untuk tinggal bersama istrinya, juga hak berbagi hari giliran.
Sebab semuanya tergantung kepada suami. Kapan saja suami mau
menziarahi istrinya, maka dia akan menjumpainya disembarang
jam, siang maupun malam. "’

Al-Qardhawi menyatakan bahwa nikah misyar menjadi solusi
bagi perempuan-perempuan yang tidak bersuami, perawan-perawan
yang telah lewat masa nikahnya, tentunya dengan memilih laki-laki
yang benar-benar baik budi pekertinya, dan antara kedua pihak
telah sama-sama ridha. Maka tidak sepatutnya orang menghalangi
jalan yang dihalalkan oleh shara’.'"* Namun demikian, al-Qardhawi
menegaskan bahwa dirinya bukanlah sebagai orang yang menyukai
dan menganjurkan pernikahan misyar."

Ulama lain yang mendukung pendapat yang membolehkan
nikah misyar adalah Yusuf al-Duraysh. Menurutnya, pendapat
yang menyatakan tidak sahnya nikah misyar karena adanya upaya
menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan itu, baik oleh saksi,
wali, maupun kedua mempelai, tidaklah menjadikan pernikahan itu
tidak sah. Pendapat inilah yang menurutnya sesuai dengan pendapat
jumhur ulama. Selain itu, ditinjau dari perwujudan tujuan-tujuan
besar sebuah pernikahan, memang benar bahwa nikah misyar bukan
bentuk pernikahan yang ideal. Akan tetapi bukan berarti kosong
dari pembentukan tujuan-tujuan utamanya secara keseluruhan.'

Berikutnya, ulama kontemporer yang membolehkan nikah
misyar adalah ‘Abd al-‘Aziz bin Baz. Tentang pernikahan ini beliau
berpandapat bahwa tidak mengapa jika akadnya memenuhi syarat-

BAl-Qardhawi, Hady al-Islam, 401.

4Ibid. 413.

SIbid. 393.

1Al-Duraywish, 4/-Zawaj, 143. Pandangan ini diperkuat oleh dewan fatwa ulama
Arab Saudi dalam majalah a/-Dakwah, edisi 1843, 56.
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syarat yang telah disepakati secara shar’iy, Apabila kedua suami-
istri itu sepakat bahwa istrinya tetap boleh tinggal bersama kedua
orang tuanya, atau bagiannya di siang hari saja bukan di malam
hari, atau pada hari-hari tertentu, atau pada malam-malam ter-
tentu; maka tidak mengapa akan hal itu. Dengan syarat, pernikahan
tersebut harus diumumkan, tidak boleh dirahasiakan.'” Demikian
kira-kira menurut beliau.

Kedua, kelompok yang mengharamkan nikah misyar. Sejumlah
ulama kontemporer mengharamkan pernikahan misyar, di antara
nama-nama mereka adalah Nasir al-Din al-Albani, Muhammad
Zuhayli, ‘Ali Qurah Dagi, dan Ibrahim Fadhil. Di antara argumen
mereka adalah lantaran menonjolnya upaya menyembunyikan dan
merahasiakan pernikahan semacam ini. Karena itu ia merupakan
jalan kerusakan dan perbuatan kemunkaran. Orang-orang yang
sudah rusak pribadinya bisa saja menjadikannya sebagai tunggang-
an untuk merealisasikan tujuan mereka. Sebab segala sesuatu yang
menyeret kepada perkara haram, maka hukumnya juga diharamkan.
Larangan ini juga ditunjukkan untuk kepentingan mengatur umat
manusia. Dampak-dampak buruk ini dapat dipastikan timbul, dan
biasanya menjadi kenyataan, bukan sekedar dalam batas prediksi-
prediksi, khayalan belaka, maupun kejadian-kejadian yang bersifat
dadakan maupun jarang terjadi.'®

Selain itu para ulama di atas juga berpendapat bahwa pernikah-
an misyar tidak mewujudkan orientasi-orientasi pernikahan, seperti
hidup bersama, meretas jalinan kasih sayang, cita-cita memiliki ke-
turunan dan perhatian terhadap istri dan anak-anak, serta tidak ada-
nya keadilan di hadapan istri-istri. Terlebih lagi, adanya unsur peng-
hinaan terhadap kaum wanita dan terkadang mengandung muatan
untuk menggugurkan hak istri atas pemenuhan kebutuhan biologis,
nafkah, dan lain-lain."

Adapun ulama kontemporer yang termasuk kelompok yang
mengharamkan nikah misyar adalah Syeikh Nashiruddin al-Albani.
Ulama lain yang juga mengharamkan nikah misyar adalah Syeikh

"Koran Al-Jazaah, No. 8768 — Senin, 18 Jumadal-Ula 1417 H —Ibnu Baz— melalui
perantaraan Fatawa ‘Ulama’al-Balad al-Haram, 450-451.

8Usamah al-Asyqar, Mustajidat al-Figihiyyah fi Qadhaya al-Zawaj wa al-Thalag
(Damaskus: Dar al-Ilmiyyah, 1422 H), 125.

YIbid.
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Abdul Sattar al-Jubali. Beliau berargumen bahwa nikah misyar
menyebabkan suami tidak punya rasa tanggung jawab keluarga.
Akibatnya, suami akan dengan mudah menceraikan istrinya, se-
mudah dia menikah. Belum lagi praktek nikah misyar yang lebih
banyak dilakukan secara diam-diam, tanpa wali. Semua ini akan
menjadikan akad nikah menjadi bahan permainan oleh orang-orang
pengagum seks dan pecinta wanita. Karena tak ada tujuan lain,
selain agar nafsu seks-nya terpenuhi tanpa ada tanggung jawab
sedikitpun. Belum lagi anak-anak yang terlahir nantinya, akan
merasa asing dengan bapaknya, karena jarang dikunjungi. Dan hal
ini akan memperburuk pendidikan dan akhlak anak-anak.”® Juga,
salah satu pendapat dalam mazhab Syafi’i mengatakan tidak sahnya
akad nikah bila disyaratkan gugur nafkah dan tempat tinggal.*!

Selain itu, al-Jubali juga membantah argumen ulama yang mem-
bolehkan nikah misyar bahwa disebabkan dalil yang digunakan oleh
pendapat pertama sangat tidak pas. Al-Jubali juga menolak argumen
yang dikemukakan oleh pendapat yang membolehkan nikah misyar,
bahwa nikah misyar meminimalisir perawan-perawan tua yang kaya
raya dan tidak butuh biaya suami. Menurutnya, alasan seperti ini
perlu ditela’ah lebih jauh. Bahwa perawan-perawan tua lagi kaya
itu hanya sedikit jumlahnya. Maka solusi itu justru akan banyak
menelantarkan perawan-perawan tua miskin yang jumlahnya lebih
banyak.”

Shaykh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim berpendapat
bahwa pendapat yang rajih tentang nikah misyar adalah bahwa
yang menjadi pangkal perselisihan terletak pada pengajuan syarat
untuk mengugurkan kewajiban menatkahi dan tinggal bersama istri,
serta pengaruhnya terhadap keabsahan akad. Beliau menyatakan
bahwa akad nikah misyar tetap sah dan perkawinannya pun legal,
namun syaratnya gugur. Dengan demikian perkawinan ini tetap
mengimplikasikan pengaruh-pengaruh syari’at berupa penghalalan
senggama, kepastian nasab, kewajiban nafkah dan pembagian yang
adil (jika poligami). Dalam hal ini, istri berhak menuntut, namun

Diktat Ahwal Shakhsiyah fi Shari’ah Islamiyah, sebuah diktat yang dijadikan
rujukan kuliah di S1, tingkat 2, jurusan hukum Islam, universitas al-Azhar Cairo.

2]bid. Pendapat ini mengutip dalam kitab Muhammad bin Idris al-Shafi’i, A/-
Umm, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H), 231.

2]bid.
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tidak masalah jika ia dengan sukarela melepaskan hak-hak ini tanpa
syarat, sebab itu merupakan haknya.?

Ketiga, kelompok yang tawaqqufterhadap hukum nikah misyar.
Sebagian ulama memilih fawaqquf (abstain) tentang hukumnya,
lantaran menurut mereka esensi pernikahan seperti ini berikut
dalil yang dipergunakan baik yang mendukung maupun yang me-
nolak tampak belum jelas dan meyakinkan. Mereka menyata-
kan bahwa sangat penting untuk dilakukan pengkajian mendalam
dan pencermatan ekstra perihal nikah misyar ini. Di antara ulama
kontemporer yang mengambil posisi ini adalah Shaykh Muhammad
bin Salih al-Uthaymin.**

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa para ulama hingga
kini belum mencapai kesepakatan tentang hukum nikah misyar.
Karena nikah misyar merupakan masalah baru dan belum ditemukan
dasar hukum yang kuat untuk menghukuminya, maka sewajarnya
manakala terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Adapun beberapa hal yang menjadi sebab perbedaan pendapat
tersebut adalah: Pertama, perbedaan manhaj dalam menetap-
kan hukum. Antara kelompok yang membolehkan dan yang me-
larang pernikahan misyar sama-sama menggunakan dalil akal
dalam menentukan hukumnya. Namun letak perbedaannya adalah
kelompok yang membolehkan nikah misyar (seperti Yusuf al-
Qardhawi) lebih banyak menggunakan pendekatan kemaslahatan
(istislahi) yang dapat dicapai dalam pernikahan ini. Meskipun al-
Qardhawi juga menggunakan qiyas -yakni mengqiyaskan nikah
misyar dengan kasus Saudah istri Nabi yang memberikan hak
malamnya untuk Aisyah- namun dengan proporsi yang kecil.
Sementara kelompok yang menentang nikah misyar tampaknya
lebih mengedepankan giyas antara nikah misyar dengan nikah
biasa. Sehingga adanya perbedaan-perbedaan antara nikah misyar
dengan nikah biasa, menyebabkan nikah misyar dianggap sebagai
pernikahan yang tidak sah, sehingga harus diharamkan. Selain itu,
kelompok yang melarang nikah misyar lebih banyak melihat aspek
mudharat yang dihasilkan dari jenis pernikahan ini. Dari perspektif
ilmu ushul figh, kelompok yang menolak nikah misyar meng-

BShaykh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, Sahih Figh Sunnah, Jilid 3

(Riyadh: Jami’ah al-Islamiyyah al-Su’[ldiyah, t.th.), 261.
**Al-Asya, Nikah al-Misyar, 10-12.
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haramkan pernikahan jenis ini dengan metode sadd ad-dharih. Arti-
nya menutup jalan yang menuju kepada kerusakan.

Kedua, perbedaan dalam penetapan kriteria keabsahan nikah.
Sebagaimana diketahui bahwa di antara alasan yang dikemukakan
oleh para ulama yang membolehkan nikah misyar adalah selama
suatu pernikahan terpenuhi syarat dan rukunnya, maka pernikah-
an itu sah. Sedangkan ulama yang mengharamkan nikah misyar
berpandangan bahwa keabsahan pernikahan tidak semata-mata ter-
capainya syarat dan rukun pernikahan, tetapi juga harus terwujud
tujuan-tujuan pernikahan. Jadi, kriteria pernikahan yang sah menurut
ulama yang membolehkan nikah misyar adalah pernikahan yang
terpenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan kriteria pernikahan yang
sah menurut ulama yang mengharamkan nikah misyar adalah per-
nikahan yang tidak hanya terpenuhi syarat dan rukunnya, tetapi
sekaligus tujuan-tujuan pernikahan tersebut.

Ketiga, perbedaan dalam memahami wajib tidaknya sosialisasi
suatu pernikahan. Pernikahan misyar (meskipun tidak semua-
nya) biasanya mengandung unsur kerahasiaan antara pihak yang
melakukan nikah misyar dengan istri pertama dan keluarga-
nya. Perdebatan tentang akibat hukum merahasiakan pernikah-
an ini sebenarnya telah terjadi pada masa lalu antara para ulama
madzhab. Madzhab Maliki misalnya, berpendapat bahwa misi
pernikahan adalah pemberitahuan dan sosialisasi. Syarat adanya
sosialisasi merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Dengan
adanya permintaan untuk dirahasiakan, baik oleh kedua suami istri,
wali, maupun saksi, berarti tidak terwujud misi pemberitahuan
dan sosialisasi. Selain itu, merahasiakan hubungan pernikahan di-
anggap termasuk ciri-ciri perzinaan. Sehingga pernikahan mana-
kala sudah diminta untuk disembunyikan, maka mirip dengan
praktik perzinaan, maka akibatnya rusak secara hukum.? Demikian
pandangan madhhab Maliki, yang kemudian diikuti oleh kelompok
ulama yang mengharamkan nikah misyar.

Adapun kelompok yang membolehkan nikah misyar ber-
pedoman pada pendapat jumhur ulama madzhab Hanafi, Shafi’i,
serta Hanbali yang menyatakan bahwa pernikahan yang telah ter-
penuhi syarat dan rukunnya, meskipun suami, istri, wali maupun
kedua saksi bersepakat untuk merahasiakan pernikahan tersebut

B Al-Zuhayli, Figh al-Islam, Vol. V11, 71.
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dari pengetahuan masyarakat, maka pernikahan itu adalah tetap sah
hukumnya. Menurut jumhur ulama, adanya dua orang saksi telah
cukup untuk mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak lagi ber-
sifat rahasia. Namun menyembunyikan pernikahan dapat dihukumi
makruh agar tidak muncul tuduhan miring kepada kedua pihak yang
melaksanakan pernikahan itu.*

Keempat, perbedaan dalam menentukan syarat-syarat yang
membatalkan pernikahan. Menurut pihak yang mengharamkan
nikah misyar, adanya syarat bahwa suami tidak menafkahi istri,
tidak memberi tempat tinggal, serta tidak membagi malamnya
dengan istri yang dinikahi secara misyar, serta beberapa kewajib-
an sejenis yang ditetapkan syari’at atas suami termasuk syarat-
syarat ilegal (bathil). Sehingga pada kelompok ulama yang menolak
nikah misyar ada yang menganggap nikah misyar karena syarat-
nya bathil, maka pernikahannya juga tidak sah. Sedangkan yang
lain menyatakan pernikahannya tetap sah, tetapi syaratnya bathil,
maka dari itu tetap mengimplikasikan pengaruh-pengaruh syari’at
berupa penghalalan senggama, kepastian nasab, kewajiban nafkah
dan pembagian yang adil (jika poligami). Dalam hal ini, istri berhak
menuntut, namun tidak masalah jika ia dengan sukarela melepaskan
hak-hak ini tanpa syarat, sebab itu merupakan haknya. Pendapat
seperti ini dianut oleh Shaykh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid
Salim?’ yang menurut penulis adalah bentuk pengingkaran terhadap
keabsahan nikah misyar.

Sedangkan ulama yang membolehkan nikah misyar, mengenai
masalah ini berpendapat bahwa adanya syarat-syarat seperti suami
tidak menafkahi istri, tidak memberi tempat tinggal, serta tidak
membagi malamnya dengan istri yang dinikahi secara misyar,
bukanlah syarat yang menyebabkan pernikahan tersebut batil (tidak
sah). Adanya syarat-syarat tersebut dapat diterima dengan syarat
pula bahwa sang istri merelakan tidak terpenuhinya sebagian hak-
haknya dalam pernikahan dengan tanpa paksaan dari pihak manapun.
Akan tetapi, seandainya pada suatu saat istri bermaksud menuntut
haknya kembali, maka ia berhak menuntutnya, dan pernikahan
tetaplah sah tanpa ada sesuatupun yang membatalkannya. Poin-

2Mahmud Saltut, Al-Fatawa: Dirasat li Mushkilat al-Muslim al-Mu’asir fi Hayatih
al-Yawmiyah Wajib al-Ammah (t.kt: Dar al-Qalam, t.t), 268-269.
YSalim, Sahih Figh Sunnah, 261.
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poin di atas menjadi sebab perbedaan pendapat para ulama dalam
menentukan hukum nikah misyar.

NIKAH MISYAR DALAM PERSPEKTIF MAQASID SHARI’AH
Setelah meneliti dengan seksama, penulis mendapati mereka meng-
gunakan beberapa argumen sebagai berikut:

Pertama, dasar hukum paling utama yang menjadi alasan
kelompok yang membolehkan nikah misyar adalah terpenuhinya
segala syarat sahnya pernikahan. Karena itulah pernikahan menjadi
sah menurut agama. Pernikahan yang di dalamnya terdapat ijab dan
gabul, saling meridhai antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua
mempelai sepadan, ada mahar yang disepakati, maka akad nikah
tersebut resmi dan keduanya menjadi suami istri. Pendapat ini
apabila dihubungkan dengan konsep magasid shari’ah maka tampak
relevan dengan magasid shari’ah pada ranah hifdh al-din tingkat
dharuriyyat serta pada ranah hifdh al-Nasab tingkat dharuriyyat.
Karena dalam ranah ini mengindikasikan bahwa dengan adanya
pernikahan maka ajaran agama dan eksistensi keluarga Islam dapat
terjaga.

Kedua, pernikahan misyar biasanya terjadi dalam kondisi
darurat. Menurut Yusuf al-Duraysh,?® pernikahan jenis ini haruslah
dimaklumi, karena biasanya diselenggarakan dalam situasi dan
kondisi khusus yang mengikat suami atau istri. Sementara kedua-
nya ingin menjaga diri dan kehormatan, sedangkan pernikahan
yang umum tidak mungkin mereka tempuh, sehingga mereka ter-
desak untuk melakukan nikah misyar. Pandangan ini menelukan
relevansinya dengan konsep magasid shari’ah pada ranah hifdh al-
din tingkat hajjiyat. Dalam keadaan tertentu ketentuan pernikahan
dalam Islam dapat diperingan, di antaranya dengan dibolehkannya
istri merelakan sebagian haknya dari suami.

Ketiga, mereka yang membolehkan nikah misyar berpendapat
bahwa jika ditinjau dari perwujudan tujuan-tujuan besar sebuah
pernikahan, memang benar bahwa nikah misyar bukan bentuk per-
nikahan yang ideal. Akan tetapi bukan berarti kosong dari pem-
bentukan tujuan-tujuan utamanya secara keseluruhan. Bahkan tidak
sedikit tujuan-tujuan tersebut yang bisa ditemukan di dalamnya.
Hanya saja, keduanya saling meridhai dan sepakat, bahwa tidak ada

BAl-Duraywisy, Al-Zawaj, 143.
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hak nafkah dari suami untuk istrinya, juga tidak ada hak berbagi
hari giliran. Karena adanya hak-hak pernikahan tersebut, maka
pendapat ini apabila dihubungkan dengan magqasid shari’ah, maka
akan tampak relevan dengan hifdh al-nafs pada tingkat dharuriyat,
yakni terpeliharanya keberlangsungan reproduksi keturunan, serta
terpeliharanya kehormatan, terutama kehormatan kaum wanita
yang tidak diperolehnya kecuali dengan pernikahan. Selain itu,
sang istri yang dinikahi secara misyar juga ikut merasakan ke-
bahagiaan dan kepuasan batin karena dalam pernikahan tersebut
ia mendapatkan sesuatu yang tidak ia dapatkan kecuali dengan
melakukan pernikahan. Ini sesuai dengan konsep magasid shari’ah
pada ranah Aifdh al-nafs pada tingkat hajjiyat.

Keempat, ulama yang membolehkan nikah misyar juga men-
syaratkan bahwa pernikahan seperti ini haruslah diresmikan oleh
aturan negara dengan adanya pencatatan pernikahan oleh instansi
pemerintah. Tentu saja pendapat ini sejalan dengan magdshid
shari’ah pada ranah hifdh al-nasab pada tingkat hajjiyat.

Kelima, dengan nikah misyar istri yang kaya bisa membantu
ekonomi suami yang mungkin lemah. Ini sejalan dengan konsep
magqasid shari’ah pada ranah hifdh al-nafs pada tingkat tahsiniyat.
Selain itu dengan pernikahan (misyar) istri beruntung karena me-
miliki seseorang yang bisa melindungi diri dan hartanya dari ke-
rusakan dan gangguan pihak lain. Ini sejalan dengan konsep magasid
shari’ah pada ranah hifdh al-mal dalam level dharuriyat.

Dalam pendekatan magasid shari’ah, kualitas kemaslahatan
dalam suatu perbuatan akan menentukan tingkat status hukum
perbuatan tersebut. Karena itulah maka muncul beberapa
kaidah umum dalam penetapan hukum berdasarkan maqgasid
shari’ah (maqasid based ijtihad) antara lain: (1) tuntutan untuk
melakukan sesuatu adalah karena kandungan maslahat yang ada
di dalamnya dan tuntutan meninggalkan sesuatu adalah karena
ada kemafsadatan di dalamnya, (2) jika kemafsadatan dalam suatu
perbuatan mendominasi, maka melaksanakannya ada pada tingkat-
an makruh, semakin besar mafsadatnya semakin kuat pula tingkat
kemakruhannya sampai pada tingkatan haram. Tingkat mafsadat
dalam hal yang diharamkan adalah lebih besar dari yang dimakruh-
kan, (3) perbuatan yang diwajibkan bisa berubah menjadi tidak
wajib atas pertimbangan akibat jelek yang akan ditimbulkannya,
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misalnya adalah jika pelaksanaannya akan membahayakan orang
lain atau menyalahi hikmah yang dimaksud oleh shara’?

Akan tetapi dari uraian pendapat ulama di atas dapat diketahui
bahwa antara pendapat yang melarang maupun yang membolehkan
nikah misyar sama-sama relevan dengan magqasid shari’ah. Untuk
lebih jelasnya, perbandingan kedua pendapat baik yang melarang
maupun yang membolehkan nikah misyar apabila dikaitkan dengan
magqasid shari’ah dapat dilihat pada tabel berikut.*

»Ahmad al-‘Udhi, “T’tibar al-Maslahah wa Silatuha bi Ma’ayir al-Tak[if fi al-
Tashri’ al-Islami”, dalam 4rab Law Info, 22 Mei 2000.

*Hasil analisis beberapa argumen berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa
pendapat yang melarang nikah misyar apabila dikaitkan dengan konsep magqasid
shariah, maka pada ranah hifdh al-din, hifdh al-nafs, dan hifdh al-mal hanya sampai
pada level hajjiyyat dan tahsiniyyat saja. Sedangkan pada ranah hifdh al-nasab wa
al-Tkhtiram dan juga hifdh al-‘aql relevan pada level dharuriyyat, hajjiyyat dan tah
siniyyat. Sementara pendapat yang membolehkan nikah misyar dari perspektif magas
id shariah, pada ranah hifdh al-din, hifdh al-nafs, hifdh al-nasab wa al-Ikhtiram, juga
hifdh al-mal telah sampai pada level dharuriyyat, hajjiyyat dan tahsiniyyat. Meskipun
pada level al- ‘agl pendapat yang melarang nikah misyar lebih kuat daripada pendapat
yang melarang.



Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013 : 207-232

222

S v
uep [Ipe eIeods e3ren|oy 1eAATUISTRT,
uep 11s1 [nedguow yepry
rwens Lep eAwyey
ede1oqoq eAurynuadio)
wAAusiyny yex3un Jep1) ueye[oIow Ay g
welep jeny yiqo[ Suerejow Suek jedepuod L13ST ByBW ‘TWens hy I
1de10) ‘Al uep pAd1anivyq yex3ur) wepep uendweuwn{eprioy euoIe| I UPAH
1eny y1qo[ Suek ueyyojoquow Juek jedepuog eSel10) ueye
we[s] e31en[oy uep we[s]
ueiefe 1SUQISISNO BYRW | IDAALINIDYG
(reAsrur) ueyesruzod
eAuueyeuesye[Ip uesuo
— TRASIA UBY] Py — uedunuoday] S8y
i = wetey3udy jey3ury JISeTY] ON
y1l1py ueyIeSEpIoq Jeny Y1qd] Suek jedepuog -
ISUBAQ[OY Uep jedepusd yvLIDYS p1Svbo

Yo, 1vYS p1svbypy uedudp
JBASIIA] JeIN WmnH Suejud) ewie]() BAM)e] ISUBAY

I PqeL




223

Chomim Tohari, Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah

ueyeyurad

AA1u1si
ISESI[RISOS BAURDER YepL], e
ueyeyrurad ueyeyud iy
uejejeouad eAuepe yepr] uejejedudd eAuepy -
ure[-ure[ uep ‘yeyjeu émwoﬁoﬁ epuel snjeisioq Suek wvapyyy
Ipddrupsiyn], yex3ur) wepep jeny yiqo| Suerejouwt HEHIINGeY TEHRTotaT Seye YIQO[-YIqa[ ‘yeyIuour [P vm
ueA yedepuad 1deyo) Aoy wep wAdLm.wyq HISE[eq UeNGEG U wnjaq Suek eny uemesad quSON-D
1e3Sul) Wefep jeny euies-ewes Suele[ow Ui eIt 1SS neje ejrueM-gIuem YPSiH
Sue£ uep ueyydjoquow Suek jedepusg ueyeyruiod unynr uep jeres ueewLOyoY eAurSefio) ddmn.oyq
ueyTeqeSusw ynjun uejen
©110S ‘eAuunyni uep
Sunpue3uow Fuepeyio)
JeIeAS TYNUOWOW
uep ejuem wney depeyioy -
ueeurysuod ansun eAuepy HE19) UBYENITad
yewo|
upjSunw SueA rwens
[WouoYd njuequiow | 10AAuisyn]
esIq eAey Juek 1s1
IeAstur yeyIu uesuoq
I0dA1Ivfy yexSur) welep jeny ewes-ewes 1dejol
- UBYNINOSAY BILOJS enwos yepry SfpN-ID
I0AAuisyny uep 1pAA1an.y g yex3ul) weep . .
- - - ) egren[oy urjeq uep Jiye | undp{sow ‘urjeq uep Iyep wddlIvgy YpJigy
jeny Y199 Suek ueyysjoquidw Suek jedepuod -
yeyyeu eAurdnynoioy yeprp yesjeu eAurdnynoro],
ueunn3y 1synpordor
Sunsg
ue3unsSue[10goy iolbnaoyq

e1eyrpadio) exyewr qeAsTur
yey1u eAuepe ueduoq




Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013 : 207-232

224

11381 yepuoyoy Sunjuedioq
41qo[ eey ueeun3guod

. A nusiyny
eYRW ‘LIIST YI[IW ye[epe
ueekeyoy eAujeyoyey BUdIRY
. wAdnusiyy (eAudeue-yeue uep) Gl o
uep AA/lvfy yexy3ur) welep jeny yIqo] SueIR[OW | LIISI YNIUN YeyJeU BPR Yepl], - -
3ueA jedepuad 1de1oy wAdLmy g yex3un) weep urep yyeyrd 4PAH
1eny 1qo] Sued ueyysjoquisw 3uek jedepudy uen3Sues uep ueyesNIN
1Iep eAURlIRY URD LD | 0AALnDY ]
1Sunpurjow esiq Suek
SuBI09SOS II[IOW LIIS]
1s3unjIoq yeAueq yep1y ruens
ue1od jenquiow eSrenjoy ddnsiyng
ynjun nijem eAUIIpaS
SnINIo} yepr
jeny Y199 Suek Suerejow Suek jedepuod tpel es1q Yeue Je[pe uep :m\wm __u<u-_.m
ueyIprpuad ‘eSrenjoy yniun vjy UpHH
rwens npem AU IpaS
eueSye[Io)
yepn) uewez yning ynresuod jeAAumIeyq

11ep eSIen[oYy ueRIRYI[OWdJ




Chomim Tohari, Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah 225

Ketika terjadi pertentangan maslahat dan mafsadat beserta
tingkatannya seperti tersebut di atas, kaidah utamanya adalah men-
dahulukan penolakan mafsadat atas pencapaian maslahat:

Pladl o e 23 LI T
“Menolak mafsadat diutamakan daripada meraih maslahat.”

Namun ketika kemaslahatan yang akan diperoleh adalah untuk
kepentingan yang lebih besar, sementara kemafsadatannya adalah
dalam skala yang lebih kecil atau ada pertentangan antara dua ke-
maslahatan yang berbeda, maka Yusuf al-Qardhawi mengajukan
dua cara yang bisa ditempuh, yakni taghlib (tarjih) dan tawfig.’!
Sementara penulis mengajukan satu lagi cara untuk menyelesai-
kan perbedaan pendapat antara dua kemaslahatan yang berbeda
ini, yakni dengan metode istislah bi al-‘urf (memilih satu dari
dua kemaslahatan yang paling sesuai dengan adat dan kebutuhan
masyarakat).

Adapun rincian dari penerapan ketiga metode tersebut
adalah: Pertama, apabila menggunakan metode taghlib atau yang
lebih dikenal dengan istilah tarjih magasid (menguatkan bagian-
bagian magqgasid shari’ah berdasarkan klasifikasi dan tingkatan
kepentingan), maka pendapat yang membolehkan misyar lah pen-
dapat yang lebih kuat. Karena pendapat yang membolehkan dalam
ranah hifdh al-din, hifdh al-nafs, hifdh al-nasab dan hifdh al-mal
telah sampai pada level dharuiyyat, hajjiyyat dan tahsiniyyat.
Karena berdasarkan konsep tarjih magqasid ini ranah hifdh ad-din
harus diutamakan daripada ranah hifdh al-nafs, begitu juga ranah
hifdh al-nafs harus diutamakan daripada ranah hifdh al-nasab, dan
seterusnya. Kemudian pada tiap ranah, level dharuriyyat harus di-
utamakan daripada level hajjiyyat, begitu pula level hajjiyyat harus
diutamakan daripada level tahsiniyyat. Karena itulah, meskipun
pada ranah hifdh al-‘aql pendapat yang lebih kuat adalah pendapat
yang melarang misyar, namun pada ranah tertinggi maqgasid shari’ah,
yakni hifdh ad-din, pendapat yang membolehkan lebih kuat. Jadi,

S'yusuf al-Qardhawi, Madkhal 1i Dirasah al-Shariah al-Islamiyah (Beirut:
Mu’assasah al-Risalah, 1997), 60-66. Taghlib atau tarjih adalah membandingkan dan
memilih pendapat mana yang paling kuat atau unggul. Sedangkan tawfl lq adalah
mendamaikan dua hal yang bertentangan dengan mengambil jalan tengah. Lihat juga
penjelasan Jasser Auda dalam Magqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A
System Approach (London: IIIT, 2007), 13-16.
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berdasarkan metode taghlib atau tarjih magqasid pendapat yang
membolehkan nikah misyar hendaknya diutamakan.

Kedua, jika metode tawfig yang digunakan, maka artinya baik
pendapat yang membolehkan maupun yang melarang nikah misyar
sama-sama digunakan dengan cara membolehkan nikah misyar
dengan disertai syarat-syarat yang cukup ketat, dengan tujuan agar
kebolehan tersebut tidak disalahgunakan sehingga menimbulkan
mafsadat. Metode ini sejalan dengan pandangan Abdullah an-Na’im
bahwa melaksanakan perbuatan demi kemaslahatan makro tidak
boleh mengabaikan hilangnya kemaslahatan mikro. Kemaslahatan
regional tidak boleh diutamakan selama kemaslahatan personal
tidak terjamin.** Atau dengan lain kata, bahwa dalam melaksanakan
suatu kemaslahatan untuk suatu pihak tidak boleh menimbulkan
kemudharatan bagi pihak lainnya.

Tidak menjadi perdebatan bahwa menghilangkan kesulitan dan
memperoleh manfaat dan kemudahan adalah bagian dari maqasid
shari’ah. Tetapi berlebih-lebihan dalam hal ini (yakni membolehkan
nikah misyar dalam berbagai kondisi, meskipun tanpa ada halang-
an untuk melakukan nikah sebagaimana mestinya), apalagi hanya
berdasarkan pada keinginan dan kepentingan hawa nafsu semata
adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh syara’.

Maka dari itu seandainya pernikahan misyar harus diboleh-
kan, haruslah dengan penetapan berbagai persyaratan yang cukup
ketat. Hal itu dimaksudkan untuk melindungi umat Islam dari
memandang remeh ajaran Islam, dan demi menyelamatkan kaum
wanita dari pelecehan kaum laki-laki. Pandangan seperti ini akan
tampak sejalan dengan kaidah figih yang berbunyi:

BLo ] 3] il VI G 1)
“Apabila sesuatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas,
dan apabila sesuatu perkara menjadi meluas maka hukumnya
menyempit.”

Apabila kaidah figih di atas dikaitkan dengan hukum nikah
misyar, maka dapat dikatakan bahwa demi kemaslahatan yang lebih
tinggi, nikah misyar hendaknya dibolehkan. Tetapi kebolehan nikah

32Abdullah Ahmed al-Na’im, Toward an Islamic Reformation, Civil Liberties,
Human Right and International Law (Syracuse: Syracuse University Press, 1990), 51-
164.
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misyarituharuslah dengan persyaratan yang sangat ketat, yang dapat
dipastikan persyaratan tersebut setidaknya mampu melindungi atau
setidaknya meminimalisir kedua belah pihak (suami dan istri yang
menikah secara misyar) dari mafsadat-mafsadat yang mungkin
akan timbul pasca pernikahan. Artinya, nikah misyar hanya sebagai
solusi terakhir bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
Karena dalam konteks masyarakat Indonesia, pernikahan dengan
cara misyar sebenarnya tidak lagi dapat dianggap sebagai solusi
bagi para wanita muslimah Indonesia, tetapi boleh jadi itu hanya
solusi bagi para turis yang tinggal sementara waktu di Indonesia.
Dan ini lebih merugikan pihak istri yang dinikahi secara misyar.

Ketiga, dengan metode istislah bi al- ‘urf (memilih satu dari dua
atau sekian banyak kemaslahatan yang paling sesuai dengan adat
dan kebutuhan masyarakat). Kuatnya orientasi kemaslahatan dalam
figih (lebih-lebih figih kontemporer) membuka lebar kemungkin-
an lahirnya ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berbeda di
suatu kawasan dengan kawasan lainnya, karena pertimbangan ke-
maslahatan memang sangat dipengaruhi oleh pertimbangan tempat
dan waktu. Figih yang tumbuh dan berkembang di negara Timur
Tengah tidak dengan serta merta dapat diterapkan di negara lain
karena adanya kemungkinan perbedaan kondisi, permasalahan,
kebutuhan, kebiasaan, dan faktor lainnya. Karena itu, figih pada
hakekatnya adalah bersifat terbuka untuk berbeda, dan tidak seperti
masalah akidah atau tauhid yang lebih bersifat pasti dan seragam.*

Apabila pergeseran fikih tersebut dikaitkan dengan masalah
hukum nikah misyar di Indonesia, maka hal yang perlu ditekankan
di sini adalah apapun format hukum mengenai nikah misyar yang
dihasilkan dari metode istislah bi al-‘urf ini, yakni memilih ke-
maslahatan yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Indonesia, tidak lantas dikatakan bahwa hukum yang dihasilkan
tersebut tidak sesuai dengan prinsip maqasid shari’ah. Karena se-
bagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa antara pendapat ulama
yang membolehkan dan yang melarang misyar adalah sama-sama
relevan dengan magqasid shari’ah. Hanya saja perbedaannya ter-
letak pada tingkatan kepentingannya saja.

3 Ahmad Imam Mawardi, Fiqih Minoritas: Figh al-Aqallivat dan Evolusi Maqashid
Syari’ah dari Konsep ke Pendekatan (Yogyakarta: LkiS, 2010), 270.
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Berdasarkan kaidah dalam pendekatan magasid shari’ah poin
ketiga yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa perbuatan yang
diwajibkan saja bisa berubah menjadi tidak wajib atas pertimbang-
an akibat jelek yang akan ditimbulkannya, misalnya adalah jika
pelaksanaannya akan membahayakan orang lain atau menyalahi
hikmah yang dimaksud oleh shara’, maka bagaimana dengan nikah
misyar yang hanya mubah saja hukumnya, seandainya pernikah-
an tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan akibat jelek, atau
pelaksanaannya akan membahayakan orang lain atau menyalahi
hikmah yang dimaksud oleh shara’ sebagaimana yang dilakukan
para turis Arab di Indonesia?

Dalam konteks masyarakat Indonesia, keberlakuan hukum
syariah sudah seharusnya mempertimbangkan aspek-aspek yang
lain yang dirasa lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana
fatwa hendak ditebarkan dan hukum hendak diberlakukan. Dalam
hal ini penulis melihat bahwa jika kebolehan misyar diberlakukan
di Indonesia, maka yang akan menjadi korban adalah masyarakat
muslimah Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, tetapi berdasarkan
beberapa alasan berikut:

Pertama, kebanyakan pelaku dan penggemar nikah misyar
adalah para turis Arab dan Timur Tengah yang tanpa ada halangan
shar’i untuk melaksanakan nikah sebagaimana mestinya, atau
tidak punya keinginan sedikitpun untuk mencapai tujuan-tujuan
pernikahan, mereka hanyalah para pencari kepuasan untuk diri
mereka sendiri, sedangkan tidak banyak wanita muslimah di
Indonesia yang mengerti ketentuan-ketentuan serta konsekwensi
yang bakal ditanggung oleh pihak istri akibat nikah misyar. Salah
satu sebab para turis Arab marak melakukan pernikahan seperti ini
karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa dewan fatwa
Arab Saudi berpendapat bahwa niatan melakukan pernikahan yang
hanya untuk sementara, apabila tidak diucapkan maka tidak akan
membatalkan pernikahan tersebut.

Kedua, sebenarnya awal dibolehkannya pernikahan misyar adalah
untuk menyelamatkan kaum muslimin dari fitnah yang akan merusak
agamanya pada saat pernikahan sebagaimana mestinya benar-benar
tidak mampu untuk dilaksanakan kedua belah pihak. Akan tetapi pada
saat ini telah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan tujuan
pernikahan misyar tersebut, serta penyalahgunaan dan pelanggaran
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tata cara nikah misyar sebagaimana yang dibolehkan para ulama.
Sehingga nikah misyar yang banyak dilakukan pada saat ini dapat
dikatakan sudah tidak shar’i lagi karena cenderung meremehkan
syarat-syarat pernikahan dan tidak melindungi kepentingan kaum
wanita, sehingga hendaknya fenomena ini diperhatikan.

Ketiga, berdasarkan ‘urf masyarakat Indonesia, pernikahan
misyar atau model-model pernikahan lainnya seperti mut ‘ah, bahkan
poligami, masih merupakan sesuatu yang lebih bersifat kasuistik di
Timur Tengah. Artinya pernikahan seperti itu bukan menjadi bagian
dari tradisi masyarakat di Indonesia, apalagi dipraktikkan dan
dianggap sebagai solusi. Hal ini berbeda dengan di negara-negara
Timur Tengah, yang mana nikah misyar dianggap sebagai solusi,
salah satu sebabnya adalah karena adat di sana menuntut adanya
mahar dalam pernikahan biasa dalam jumlah yang sangat tinggi.**

Memang secara yuridis dan berdasarkan metode farjih maqasid,
pendapat yang membolehkan misyar tampak lebih kuat, akan tetapi
hendaknya diperhatikan bahwa suatu kemaslahatan yang berlaku
di suatu negeri dan budaya tertentu belum tentu sesuai atau se-
jalan dengan kemaslahatan di negeri lain. Penulis merasa perlu me-
negaskan dalam konteks ini bahwa prinsip Islam memperbolehkan
imam melarang perbuatan mubah apabila kemaslahatan umat
menghendaki yang demikian. Di antara hak pemerintah sebagai
pemimpin orang-orang mukmin itu ialah menyesuaikan hukum
dengan perkembangan bangsanya dan perkembangan pemahaman
terhadap makna keadilan dan peraturan hidup yang berlaku dalam
masyarakat tersebut.

**Khusus untuk alasan yang ketiga ini perlu ditegaskan bahwa banyak ulama masa
lalu yang menyatakan kehujjahan ‘urf dalam penentuan hukum atau fatwa, seperti
al-Qarafi, ‘Izz bin ‘Abd al-Salam, al-Suyuti, al-Ghazali, Ibn ‘Abidin, dan lain-lain.
Kuatnya posisi ‘urf dalam penentuan hukum Islam ini dapat dibaca dari pandangan
Ibn ‘Abidin yang menyatakan bahwa nas hukum adalah ma’lul (di-illat-kan) dengan
‘urf, sehingga “urf tersebut menjadi sesuatu yang mu’tabar (kuat) dalam setiap zaman.
Dalam tulisannya dikatakan bahwa hakim dan mufti jangan sampai melupakan ‘urf
dan hanya berpegang pada zhahirnya nash, karena hal tersebut hanya akan melahirkan
kemudharatan yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Karena itulah Ibn ‘Abidin
memasukkan pengetahuan tentang‘urf atau kebiasaan sebagai salah satu syarat dari
syarat-syarat ijtihad. Lihat Muhammad al-Amin bin ‘Umar ibn ‘Abidin, Radd al-
Mukhtar ‘ala al-Durar al-Mukhtar, Vol. 4 (Beirut: Dar Thya’ al-Turath al-‘Arabi, t.th),
112. Lihat pula Muhammad al-Amin bin ‘Umar Ibn ‘Abidin, Majmu’at al-Rasa’il,
Vol.2 (Lubnan: Dar ITbnu Hazm, 1986), 129-131.
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Berdasarkan teori al-Tufi, kemaslahatan dapat kita pilih,*
karena diserahkan kepada kita, tetapi dengan syarat bahwa ke-
maslahatan yang kita pilih adalah kemaslahatan yang tidak ber-
tentangan dengan prinsip dar’u al-mafasid wa jalb al-masaih
(mencegah kerusakan dan mencapai kemaslahatan) dalam syariat
Islam, serta kemaslahatan yang dipilih merupakan kemaslahatan
yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita.

Karena itu, pilihan ketiga (memilih maslahat yang lebih
relevan dengan kebutuhan masyarakat muslim, manakala terjadi
pertentangan dua kemaslahatan) inilah yang paling penting untuk
didahulukan bagi umat Islam di Indonesia. Sehingga implikasi-
nya, kalau metode istislah bi al- ‘urf yang di pilih maka hendaknya
nikah misyar hendaknya dilarang di Indonesia, baik dengan undang-
undang resmi negara maupun dengan fatwa majelis ulama.

PENUTUP

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum nikah misyar.
Dalam hal ini setidaknya terdapat tiga kelompok ulama yang me-
miliki pandangan hukum yang berbeda, yaitu terdapat ulama yang
membolehkan, ada yang melarang, dan ada pula yang tawaqquf
(tidak membolehkan dan tidak melarang) melarangnya nikah
misyar. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena: Pertama,
perbedaan manhaj dalam menetapkan hukum. Kedua, perbedaan
dalam penetapan kriteria keabsahan nikah. Ketiga, perbedaan dalam
memahami wajib tidaknya sosialisasi suatu pernikahan. Keempat,
perbedaan dalam menentukan syarat-syarat yang membatalkan
pernikahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat yang

3Ibid. Najm al-Din al-Tufi berpendapat bahwa tidak boleh dikatakan bahwa
agama lebih mengetahui kemaslahatan —dalam konteks mu’amalah — schingga
kemaslahatan tersebut harus tetap diambil dari dalil agama (teks). Karena menjaga
kemaslahatan adalah termasuk dalil agama, maka menjaga kemaslahatan adalah
yang paling kuat dan yang paling khusus. Dengan demikian, ketika mengambil
kemaslahatan, ia harus didahulukan. Dan ini tidak terjadi dalam ibadah yang tidak
bisa diketahui kemaslahatannya. Menurut al-Tufi, jika kita melihat dalil syari’at
tampak ambigu untuk menjelaskan suatu tujuan atau kemaslahatan yang diinginkan
dalil tersebut, atau para ulama berselisih paham untuk menentukan hukum dan
kemaslahatan suatu perkara, kita harus tahu bahwa syari’at telah menyerahkan kepada
kita untuk memperhatikannya. Penjelasan yang lebih luas dapat dilihat dalam di Nazli
Hanum Lubis, Al-Thufi’s Concept of Maslahah (Montreal: Institute of Islamic Studies,
McGill University, 1995), 42-77.
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melarang (mengharamkan) nikah misyar apabila dikaitkan dengan
konsep pokok magqasid shari’ah (yakni, jalb al-masalih wa dar’u
al-mafasid) dalam konteks masyarakat Indonesia, maka hendaknya
nikah misyar dilarang di Indonesia, atas dasar pertimbangan bahwa
kemudharatannya jauh lebih besar daripada manfaatnya, atau karena
pernikahan misyar hanya menciptakan kemaslahatan sebelah pihak,
tetapi menimbulkan kerusakan di pihak lain, nikah misyar hanya
menguntungkan para turis Arab daripada wanita-wanita muslimah
di Indonesia. Larangan tersebut bisa dilakukan baik dengan undang-
undang resmi negara maupun dengan fatwa majelis ulama. Adapun
penulis cenderung menyepakati metode yang ketiga ini.
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